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BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama. ‘

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja™Pemerintah Daerah Tahun
2014 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada
tanggal 31 Oktober 2014,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 196S (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730); 3

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




10.

11

12,

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Petraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negdra Republik Indonesia Nomor
5234); :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1257, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) scbagaimana telah diubah ketiga kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);




16.

17.
18.
19.

20.

21.

<2,

23.

24,

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

-‘Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200S tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan. Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan  Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Opcrasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

- tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 103) sebagaimana telah diubah ketiga
kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor
S/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2007 Nomor 5/E);
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Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);

Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana
telah diubah kedu kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor

18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2014 Nomor 18/D;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 2/B);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak
Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011

Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 3/B);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2011 Nomor 6/B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten .Jombang Nomor 4/B);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang PaJak
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun

2011 Nomor 7/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 5/B);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak
Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 8/B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/B);

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air

Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011

Nomor 9/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 7/B);

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011

Nomor 10/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 8/B);
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Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 11/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B);

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/C);

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/C);

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar (Lembaran Dacrah Kabupaten Jombang

Tahun 2011 Nomor 15/C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 4/C);

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 16/C, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Jombang Nomor 5/C);

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/C);

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 18/C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/C);

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi
Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 19/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 8/C);

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi
Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 20/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 9/C);

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 21/C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/C);

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2011 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Dacrah

Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/C);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor

1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2012 Nomor 1/C);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 2/C);
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Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Penyediaan/Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 3/C);

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 4/C);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 4/B) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014
Nomor 14 /B); ’

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2013 Nomor 8/C);

Dengan PersetujuamBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan
BUPATI J OMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 1.893.060.177.399,00
2. Belanja Daerah Rp 2.097.688.774.739,23
Defisit Rp (204.628.597.340,00)
3. Pembiayaan Daerah Penerimaan Rp 210.128.597.340,00
a. Pengeluaran Rp 5.500.000.000,00
Pembiayaan netto ‘ Rp 204.628.597.340,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp




Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
~ sejumlah Rp 256.125.950.085,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.184.405.880.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah ‘
yang Sah sejumlah Rp 452.528.347.314,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 54.500.237.925,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 31.390.429.905,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

sejumlah . ~ Rp.  3.083.855.255,00
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah sejumlah Rp 167.151.427.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

sejumlah Rp 118.961.673.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 1.032.325.237.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 33.118.970.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan hibah Rp. 1.275.900.000,00
b. Bagi hasil pajak dari provinsi dan
dari pemerintah daerah lainnya

sejumlah Rp. 79.797.591.931,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 325.946.253.000,00
Khusus
d. Bantuan Keuangan dari Rp. 45.408.602.383,00

Pemerintah Pusat
e. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
dari Provinsi sejumlah Rp. 100.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
2 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

sejumlah Rp 1.268.404.060.770,23
b. Belanja Belanja Langsung
sejumlah Rp 829.284.713.968,77

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 1.016.225.336.097,23
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 46.143.536.490,00




c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.932.500.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan

sejumlah Rp 199.102.688.183,00
e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

(3)Belanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 55.622.968.864,00
b. Belanja Barang dan Jasa
sejumlah Rp 394.414.252.489,77
c. Belanja Modal sejumlah Rp 379.247.492.615,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 210.128.597.340,00
-b. Pengeluaran sejumlah Rp 5.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

sejumlah Rp 209.978.597.340,00
b. Pencairan Dana Cadangan Rp. -
b. Penerimaan kembali Investasi Non

Permanen sejumlah Rp. 150.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (investasi)
pemerintah daerah sejumlah - _ Rp. 5.500.000.000,00

Pasal 5

Uralan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Dacrah ini, terdiri dari :

1. Lampiranl : Ringkasan APBD,;

2. Lampiran Il : Ringkasan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Orgamsam
SKPD;

3. Lampiran Il : Rincian APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan,;

5. LampiranV : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI  : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

7. Lampiran VIl : Daltar Piutang Dacrah,;
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8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X . Daftar Perkiraan Penambahan dan

' Pengurangan Aset Lainnya,

11. Lampiran XI  : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran Ini,

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasal 6

Ketentuan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan

operasional pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 16 Desember 2014
BUPATI JOMBANG,

LR

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 16 Descmber 2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 23/A
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